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EMBACA yang budiman, kebutuhan

minyak sawit dunia diperkirakan me-

ningkat secara signifikan dalam kurun

30 tahun mendatang. Peluang ini bisa
dimanfaatkan Indonesia, meskipun ada beberapa
kendala dalam pengembangan sawit. Salah satu-
nya, sulitnya mendapatkan lahan untuk perluasan
kebun kelapa sawit. Dan ruang untuk peningkatan
produksi masih ada dengan meningkatkan produk-
tivitas sawit petani yang saat ini masih sangat ren-
dah bisa ditingkatkan.

Peningkatan kebutuhan minyak sawit ini se-
benarnya efek dari permintaan minyak nabati du-
nia akan terus bertambah dengan pesat, seiring
dengan laju pertambahan penduduk dunia. Di-
perkirakan pada 2045-2050 dunia membutuhkan
tambahan sedikitnya 30 juta ton minyak sawit, dari
pasokan saat ini berjumlah sekitar 65 juta ton.

Pada 2050, penduduk dunia diproyeksikan
akan mencapai 9,2 miliar jiwa dan kon-
sumsi perkapita minyak nabati akan me-
ningkat menjadi 25 kg/jiwa dari saat ini
19 kg/jiwa. Kebutuhan minyak nabati
dunia akan mencapai 277 juta ton, se-
hingga dibutuhkan tambahan minyak
nabati sebesar 109,5 juta ton. Tambahan
ini akan diperebutkan oleh minyak sawit dan
minyak kedelai.

Tidak ada pilihan lain kecuali pelaku usaha sektor
perkebunan kelapa sawit fokus pada upaya pening-
katan produktivitas melalui berbagai program inten-
sifikasi dan peremajaan. Bagi pelaku usaha perke-
bunan besar, baik swasta maupun BUMN, program
sudah berjalan dan menjadi fokus utama dalam tata
kelola usaha perkebunan mereka saat ini.

Merujuk data dari Kementerian Pertanian ta-
hun 2016, disebutkan bahwa dari 11,5 juta hektar
perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini, 42%
atau sekitar 4,83 juta hektar dimiliki oleh masyara-
kat atau petani (smallholders). Karena itu, keber-
hasilan intensifikasi dan peremajaan perkebunan
rakyat berarti juga keberhasilan sektor perkebu-
nan kelapa sawit nasional dalam meningkatkan
produktivitas. Pembaca yang budiman, mengenai
ihwal ‘Peningkatan Produktivitas Sawit Rakyat’
kami kupas di Rubrik Liputan Khusus HORTUS Ar-
chipelago, sementara rubrik Laporan Utama untuk
edisi Agustus 2017 ini, kami akan mengulas ‘Harga
Lelang Gula Rendah, Petani Lesu”.
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Seperti diketahui, pada musim giling tebu ta-
hun ini, petani dirundung kelesuan. Pasalnya, harga
lelang gula mereka hanya berada pada kisaran
Rp9.500-Rp10.000 per kg, sementara modal petani
untuk menghasilkan L kg gula mencapai Rp10.600.

Musim giling tebu tahun ini tengah berlang-
sung di pabrik gula-pabrik gula (PG) yang ada di
Pulau Jawa dan Sumatera. Bila di Jawa umumnya
tebu yang ditanam petani maupun PG mulai me-
masuki musim giling sejak awal Mei 2017 lalu maka
di Sumatera sebulan lebih duluan, yakni April 2017.
Dan musim giling tebu tahun ini diprediksi akan be-
rakhir pada Agustus hingga September 2017.

Bagi kebanyakan petani tebu, datangnya
musim giling berarti tiba pula giliran mereka untuk
memetik keuntungan, setelah kurang lebih setahun
mereka membudidayakan tanaman penghasil gula
sukrosa ini. Namun, agaknya tidak untuk musim

giling tahun ini.
Apa sebab? Di awal-awal masa panen
seperti saat ini, lelang gula petani hanya
dihargai Rp9.500-Rpl0.000 per kg.
Harga tersebut jauh lebih rendah
dibandingkan periode yang sama ta-
hun lalu yang bisa mencapai Rp!4.800
per kg. Harga lelang gula juga jauh di
bawah harapan petani yang menginginkan
di kisaran Rp 11.700 per kg. Jadi bisa dikatakan
kondisinya hancur petani tebu saat ini.

Dengan HET gula yang ditetapkan pemerintah
sebesar Rp12.500 per kg, jelas tidak bisa menutup
modal yang sudah dikeluarkan petani tebu. Para
petani, harus mengeluarkan modal Rp 10.600 un-
tuk menghasilkan { kg gula. Kemudian, gula terse-
but dilelang ke distributor dan hanya dihargai Rp
9.500 per kg. Dengan harga tersebut petani tidak
mendapatkan keuntungan.

Sebenarnya petani tidak keberatan dengan
HET sebesar Rp 12.500/kg tersebut diterapkan
jika rendemen tebu mencapai 10%. Sementara
produktivitas tanaman tebu dalam setahun saat ini
berada di bawah 80 ton/hektar (ha). Dengan ren-
demen tebu saat ini masih di bawah 7% maka biaya
produksi mencapai kisaran Rp 9.500-10.500/kg.

Pembaca sekalian,selain itu masih banyak sa-
jian menarik yang bisa anda dapatkan pada setiap
lembar majalah kesayangan ini.

Dari meja redaksi kami ucapkan selamat me-
nikmati sajian bermutu dari kami. @
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MENELAAH INPRES 6/2017 TENTANG
PENUNDAAN IZIN BARU HUTAN & GAMBUT

Presiden kembali melanjutkan ke-
bijakan tentang penundaan dan
penyempurnaan tata kelola pem-
berian izin baru hutan alam primer
dan lahan gambut melalui Instruksi
Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2017
yang ditandatangani pada 17 Juli
2017. Dasar pertimbangan diterbit-
kannya Inpres ini hampir sama de-

ngan Inpres sebelumnya, yaitu dalam rangka

Oleh: Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

el
=

menyelesaikan berbagai upaya un-
tuk penyempurnaan tata kelola hu-
tan dan lahan gambut yang tengah
berlangsung dalam rangka upaya
penurunan emisi dari deforestasi
dan degradasi hutan dan untuk
perbaikan tata kelola hutan alam
primer dan lahan gambut sampai
dengan tersedianya akses kesiapan

penataan pengelolaan hutan.

RESIDEN dalam hal ini memberikan instruksi

kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Menteri Dalam Negeri; Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; Menteri
Pertanian; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Sekretaris Kabinet; Kepala Badan Informasi Geospasial; Para
Gubernur; dan Para Bupati/Walikota. Perbedaan mendasar dari
Inpres sebelumnya yaitu Inpres ini juga memberikan instruksi
secara tegas dan khusus kepada Menteri Pertanian dan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang dalam Inpres
sebelumnya tidak diatur.

Instruksi yang pertama dari Inpres ini tidak ada perubahan
mendasar dari Inpres sebelumnya, yaitu, memberikan
instruksi kepada para aparatur tersebut untuk melanjutkan
penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan
gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan
produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap,
hutan produksi yang dapat dikonversi) dan area penggunaan
lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penundaan
I1zin Baru.

Sementara untuk instruksi kedua dalam Inpres ini
terdapat beberapa penambahan, antara lain, utamanya pada
poin b). Instruksi kedua dimaksud menyebutkan bahwa
penundaan pemberian izin baru sebagaimana dimaksud di
atas berlaku bagi penggunaan kawasan hutan alam primer
dan lahan gambut, dengan pengecualian diberikan kepada:
a) Permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip
dari Menteri LHK sebelum Inpres No. 10 Tahun 2011; b)
Pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat vital, yaitu:
minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, dan lahan untuk
program kedaulatan pangan nasional, antara lain, padi, tebu,

jagung, sagu, dan kedelai; c) Perpanjangan izin pemanfaatan
hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada
sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku; dan d)
Restorasi ekosistem.

Instruksi krusial dalam Inpres ini, yaitu instruksi untuk
Menteri Pertanian yang sebelumnya tidak diatur dalam
Inpres serupa, yaitu: a. Melakukan penyempurnaan kebijakan
tata kelola bagi izin pertanian dan izin usaha perkebunan; b.
Melakukan peningkatan efektivitas pengelolaan lahan kritis
dengan memperhatikan kebijakan tata kelola hutan hutan
dan lahan gambut yang baik, antara lain,melalui restorasi
ekosistem; c. Melakukan penundaan terhadap penerbitan
izin pertanian dan izin usaha perkebunan baru pada
kawasan hutan, lahan gambut, dan areal penggunaan lain
berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru.

Inpres ini juga menegaskan kembali bahwa perpanjangan
penundaan izin baru, rekomendasi, dan pemberian izin lokasi
sebagaimana dimaksud dilakukan selama 2 tahun terhitung
sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

Sebelum terbit Inpres No. 6 Tahun 2017, Presiden juga
telah menerbitkan Inpres tentang penundaan pemberian
izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan primer dan
lahan gambut sebanyak 3 kali, yaitu Inpres No. 10 Tahun 2011,
Inpres No. 6 Tahun 2013, dan Inpres No. 8 Tahun 2015.

Pada tahun 2011, Presiden menerbitkan Inpres No.10
Tahun 2011 tentang “Penundaan Pemberian Izin Baru dan
Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan
Gambut” pada 20 Mei 2011. Penekanan pengaturan Inpres
ini adalah penundaan pemberian izin baru penggunaan
kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang berada
di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan
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produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi
yang dapat dikonversi) dan area penggunaan lain sebagaimana
tercantum dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru.

Inpres No. 10 Tahun 2011 ketika diterbitkan menimbulkan
kontroversi di tengah masyarakat, khususnya masyarakat
perkebunan kelapa sawit. Orientasi Inpres No. 10 Tahun 2011
dinilai hanya menitikberatkan pada aspek lingkungan, tanpa
mempertimbangkan aspek lainnya, di antaranya aspek legal/
hukum, aspek sosiologis dan aspek ekonomi serta tidak
sejalan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia sendiri dalam
upaya meningkatkan pertumbuhan, membuka lapangan
kerja dan mengurangi kemiskinan. Namun demikian, masih
memberikan beberapa peluang dengan pengecualian terhadap
permohonan yang telah mendapatkan persetujuan prinsip
dari Menteri LHK; Pelaksanaan pembangunan nasional
yang bersifat vital, yaitu: geothermal, minyak dan gas bumi,
ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan tebu; Perpanjangan
izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan
yang telah ada, sepanjang izin dalam bidang usahanya masih
berlaku; dan restorasi ekosistem.

Berdasarkan hal di atas, pada saat itu sebagian kalangan
berpendapat bahwa selama moratorium hanya berlaku
selama 2 tahun saja, pengaruhnya tidak signi [kan terhadap
tercapainya target 40 juta ton CPO pada tahun 2020 dengan
pertimbangan dan fokus kegiatan diarahkan kepada
perkebunan besar yang masih mempunyai sisa
lahan agar dimanfaatkan secara maksimal
penanamannya dalam 2 tahun ke depan;
Peremajaan tanaman, baik perkebunan besar
maupun perkebunan rakyat yang ditanam

pada era tahun 1980-an; Melaksanakan j -"'!
intensi[kdsi melalui pemupukan yang _-_:' '_-'
optimal terutama perkebunan rakyat .__
sehingga  produktivitasnya  menyamai ".:'.‘n

perkebunan besar; Mencermati penjabaran

Peta Indikatif Penundaan lIzin Baru dengan
Tata Ruang Wilayah baik Kabupaten maupun
Provinsi; Dana yang disiapkan oleh Pemerintah
Norwegia sesuai dengan Letter of Intent seharusnya
diberikan juga kepada petani kelapa sawit dalam bentuk subsidi
pupuk dan masyarakat miskin di sekitar wilayah gambut.

Pada tahun 2013, Presiden meneruskan kebijakan
moratorium izin baru pengelolaan hutan alam primer dan
lahan gambut melalui Inpres No. 6 Tahun 2013 tentang tentang
Penundaan Pemberian lIzin Baru dan Penyempurnaan Tata
Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang ditujukan
kepada beberapa kementerian, lembaga pemerintahan, dan
pemerintah daerah. Inpres tersebut meneruskan Inpres No.
10 Tahun 2011 dengan melampirkan peta indikatif penundaan
izin baru seluas 69.144.073 hektar. Terbitnya Inpres No. 6
Tahun 2013 dimaksudkan sebagai upaya pengurangan emisi
dari hutan dan lahan gambut, melalui perbaikan tata kelola
pada kegiatan usaha yang diusulkan pada hutan dan lahan
gambut yang ditetapkan pada Peta Indikatif Penundaan lzin
Baru melalui izin lingkungan.

Ada tiga hal utama dalam Inpres No. 6 Tahun 2013, yaitu
memperpanjang penundaan penerbitan izin, peta indikatif,

dan tata kelola.

Selanjutnya, pada tahun 2015, Presiden meneruskan
kembali kebijakan moratorium izin baru pengelolaan hutan
alam primer dan lahan gambut melalui Inpres No. 8 Tahun
2015 tentang tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan
Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan
Gambut. Inpres ini diterbitkan dalam rangka menyelesaikan
berbagai upaya untuk penyempurnaan tata kelola hutan dan
lahan gambut yang tengah berlangsung dalam rangka upaya
penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Presiden memberikan instruksi kepada para aparatur untuk
melanjutkan penundaan pemberian izin baru hutan alam primer
dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan
lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi
biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan area
penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif
Penundaan Izin Baru.

Materi muatan Inpres berikutnya bahwa penundaan
pemberian izin baru sebagaimana dimaksud di atas berlaku
bagi penggunaan kawasan hutan alam primer dan lahan gambut,
dengan pengecualian diberikan kepada: a) Permohonan yang
telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri LHK; b)
Pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat vital, yaitu:
geothermal, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, lahan untuk

padi dan tebu; c) Perpanjangan izin pemanfaatan hutan
dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada

sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku;
dan d) Restorasi ekosistem.

Inpres ini juga menegaskan bahwa
perpanjangan penundaan izin baru,
rekomendasi, pemberian izin lokasi se-
bagaimana dimaksud dilakukan sela-
ma 2 tahun terhitung sejak Inpres ini
dikeluarkan.

Dengan demikian, perbedaan mendasar

dari Inpres No. 6 Tahun 2017 dengan Inpres
sebelumnya, vyaitu instruksi yang ditujukan
kepada Menteri Pertanian dan Menteri PUPR yang
belum diatur dalam Inpres sebelumnya. Selain itu, yang
masih menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah pemerintah
menilai bahwa upaya untuk penyempurnaan tata kelola hutan
dan lahan gambut yang tengah berlangsung dalam rangka upaya
penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan melalui
instrumen hukum berupa dua Inpres yaitu Inpres No.10 Tahun
2011, Inpres No. 6 Tahun 2013, dan Inpres No. 8 Tahun 2015 belum
berjalan maksimal, sehingga masih harus dilanjutkan dengan
menerbitkan Inpres No. 6 Tahun 2017? Untuk mendapatkan
jawaban terhadap pertanyaan tersebut tentu memerlukan suatu
penelitian dan kajian yang mendalam dan komprehensif. Sehingga
terbitnya Inpres No. 6 Tahun 2017 diharapkan benar-benar dapat
menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kebermanfaatan
bagi semua pemangku kepentingan terkait tata kelola hutan
primer dan lahan gambut, bukan justru sebaliknya. @

Dosen Tetap Fakultas Hukum-Universitas Jember
Sekretaris Jenderal Forum Pengembangan Perkebunan Strategis
Berkelanjutan (FP2SB)
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